
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Surnatera Selatan Tabun 2018;

a. bahwa sebagai penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2013-2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tabun
2018 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah;

b. bahwa sesuai dengan kctentuan Pasal 129 ayat (L)Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tcntang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal
82 ayat (3) Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;
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9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2009 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Surnatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Surnatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Se1atanTahun 2007 Nomor 17);

4. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pernbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nornor21, Tambahan Lcmbaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4817);

5. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman PengeIolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduan atas
Peraturan MenteriDalarn NegeriNomor 13 Tahun 2006 tenLang
Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita NegaraRepublik
lndonesia Tahun 2011 Nomor310);

6. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dar!
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor517);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018;

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang PemeIintahan

Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara RepubJik Indonesia
Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesiaNomor5679);
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PENDAHULUAN.

EVALUASI DAN CAPAIANKINERJA PEMBANGUNAN.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAHTAHUN 2018.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORlTAS
DAERAH TAHUN 2018.

PENUTUP.f. BAB VI

e. BAB V

d.BAB IV

a. BAS I

b. BAB II

c. BAB III

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Surnatera
Selatan Tahun 2018 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal1 ayat (1),
disusun dengan sisternatika sebagai berikut :

Pasal2

(2) Rencana Kerja Pernerintah Daerah sebagaimana dirnaksud pada
ayat (I), disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam
pelaksanaankegiatan pernbangunan yang dilaksanakan di Provinsi
Sumatera.Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja
PemerintahProvinsi Sumatera.Selatan Tahun 2018.

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

Pasal I

Mcnetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
2018.

M.EMUTUSKAN:

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2013-2018 [Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nornor 9);

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
SeJatanTahun 2016 Nomor 14);
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BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN
TAHUN2017 NOMOR 20

H. JOKO IMAM ENTOSA

Diundangkan di Palerobang
pada tanggal 31 ili!l' 2017

PIt. SEKRETA S DAERAH
PROVINSlSUM ERASELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~1 xet 2017

lGUBERNU/i;i:: SE~TANt

J ...". ALEXNOERDIN

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Sc1atan.

PasalS

Pasal4

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib rnelaksanakan
program/kegiatan berdasarkan urusan masing-rnasing
dengan mernpedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan
penyesuaian/ review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/
kegiatan dan pagu indikatif yang terdapa.t dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2018.

lsi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal3
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Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. JOKO IMAM SENTOSA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 


